BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati Bangka Selatan mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 Agustus
2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang



Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun
2005 Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);



17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

22.

23.

24.

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2017 Nomor 12);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenagangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan

SPP.



BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu
kesatuan terdiri dari:

a. Pendapatan daerah;
b. Belanja daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.

(2) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rp. 976.498.578.828,- berkurang sejumlah Rp. 29.024.542.685,-
sehingga menjadi Rp. 947.474.036.143,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 976.498.578.828,-

2. Berkurang Rp.( 29.024.542.685,-)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 947.474.036.143,-
b. Belanja

1. Semula Rp. 992.566.543.810,-

2. Berkurang Rp 2.508.818.398,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 990.057.725.412,-

Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp. (42.583.689.269,-
)Pembiayaan

1. Penerimaan
a. Semula Rp. 16.067.964.982,-
b. Bertambah Rp. 26.515.724.287,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 42.583.689.269,-
2. Pengeluaran

a. Semula Rp. 0,-

b. Berkurang Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran Setelah perubahan Rp. 0,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 42.583.689.269,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,-
Berkenaan (SILPA) setelah perubahan



Pasal 4
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 46.830.535.878,-
2) Bertambah Rp. 6.039.951.671,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah perubahan Rp. 52.870.487.549,-
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 788.556.700.672,-

2) Berkurang Rp. 36.605.621.662,-

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah perubahan Rp. 751.951.079.010,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.20.991.476.800,-

2) Bertambah Rp 1.273.303.200,-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 22.264.780.000,-
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 8.993.919.705,-

2) Bertambah Rp 3.482.528.825,-

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 12.476.448.530,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.830.139.373,-

2) Bertambah Rp. 110.673.809,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.940.813.812,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 13.015.000.000,-

2) Bertambah Rp. 1.173.445.837,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 14.188.445.837,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 148.794.190.000,-
2) Berkurang Rp. (36.605.621.662 ),-
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 112.188.568.338,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 483.083.252.000,-



2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 483.083.252.000,-
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 156.679.258.672,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 156.679.258.672,-

Setelah Perubahan
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 26.778.920.000,-

2) Bertambah Rp. 2.889.305.983.-

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 29.678.225.983,-
b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan  Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 34.900.172.278,-

2) Bertambah Rp. 17.388.821.323,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 52.288.993.601,-
d. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus Setelah Perubahan Rp. 0,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 30.000.000.000,-

2) Berkurang Rp.( 18.747.000.000,-)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 11.253.000.000,-
Atau Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan
f. Bantuan Keuangan Untuk
Desa dari Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 49.432.250.000,-
2) Berkurang Rp 0,-

Jumlah Bantuan Keuangan Untuk Desa dari

Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 49.432.250.000,-



Pasal 5
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 418.574.416.352,-
2) Berkurang Rp. ( 2.763.428.063,-)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp. 387.693.985.377,-
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 573.992.127.458,-

2) Bertambah Rp. 10.437.364.357,-

Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan Rp. 556.401.468.227,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 288.321.337.802,-
2) Berkurang Rp (5.275.358.945,-)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 96.048.154.892,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,-
d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 7.347.602.900,-

2) Bertambah Rp. 1.918.500.000,-
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 9.266.102.900,-

e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 0,-
2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-



Setelah Perubahan
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab/Kota/Pemdes & Parpol
1) Semula Rp. 2.998.539.651,-
2) Bertambah Rp. 475.583.202,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 3.474.122.853,-

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes

1) Semula Rp. 118.606.935.999,-
2) Berkurang Rp. (3.800.562.166 ),-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 114.806.373.833,-

Setelah Perubahan
h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.300.000.000,-
2) Berkurang Rp. 0,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 1.300.000.000,-

Setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf b terdiri
dari:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 88.336.982.264,-
2) Bertambah Rp. 5.275.358.945.,-
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 96.048.154.892,-

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 232.242.564.501,-
2) Bertambah Rp 18.501.164.788,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.
222.266.894.821,-
Setelah Perubahan

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 253.412.580.693,-
2) Berkurang Rp. ( 13..339.159.376 ,-)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.
238.086.418.514,-

Pasal 6
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan Sejumlah Rp. 16.067.964.982,-
1) Semula Rp. 16.067.964.982,-



2) Bertambah Rp. 26.515.724.287,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 42.583.689.269,-
b. Pengeluaran Sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 0,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp.
72.716.203.249,-

1) Semula Rp. 16.067.964.982,-
2) Bertambah Rp 26.515.724.287 ,-
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 42.583.689.269,-
Setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,-

Setelah Perubahan

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. O,-

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Rp. 0,-
Daerah yg dipisahkan Setelah Perubahan
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,-

Setelah Perubahan

e. Penerimaan kembali pinjaman sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman  Rp. 0,-

Setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. O,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Piutang DaerahRp. 0,-



Setelah Perubahan
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,-
Setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Berkurang Rp. 0,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Rp. 0,-

Setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Rp. 0,-
Jatuh Tempo Setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Rp. 0,-

Obligasi Daerah Setelah Perubahan

e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga Rp. 0,-
Pasal 7

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf h dipergunakan untuk menangani permasalahan dalam kategori
mendesak atau keadaan darurat.

(2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

daerah;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.



Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi OPD;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintah daerah, Organisasi OPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi OPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan.

Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun Anggaran
Sebelumnya yang Dbelum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalan tahun anggaran ini;

Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 8 Oktober 2019
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali

Pada tanggal 8 Oktober 2019

Plh.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AGUS PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :



